
BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
SEBAGAI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH

2.1. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah un.uk mengatur
dan mengu™ nm.ah tangganya sendiri dengan peraturan perunda^-undangan yang
beriaku. Tujuanpemberian otonomi kepada daerah adalahunmkmemungkinkan daerah
ya^ber3Mgk„tonl^totomeI^nimaht^

oayagunadanhasilgur.penye.e^ga.aanpemerintal^daiamrar^pe^^
masyarakatdanpelaksanaanpembangunan. U„*kdapa,melaksanakantujuantersebu,
nukakepadadaerahperiudiberikanwewer^-wewena^unhUcmelaksanakan^^
urusan pemerintahan sebagai urusan rumahtangganya.

DaJamUUNoSTahunJ^jugateUhdite^skanbahwadalamnrngkamet^tkan
pelayanan terhadap masyaraka, dan pelaksanaan pembangunan, undang-undang
mele^kkan m berat otonomi pada Daerah Tingkat D, dengan pernmbangan bahwa
Daerah Tmgka, Man yang lebih langsung berhubungan dengan masyaraka, sehingga
omarapkan dapa, .ebih monger* dan memenuhi aspuasi-aspirasi masyaraka, tersebu,

Adapunn.ngenaipenyeraJ^uru^-un^pemerinuhankepadaDaerahdil^ukan
secara beriahap disesuaikan de^ankeadaan dan kemampuan Daerahyang bersangkuton
Dengan *»^n^aisio,o„ormto berbeda ante Daerah sau, dengan ya^Umnya



2.2. PENGERTIAN TENTANG PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
Pemertaah Daerah tingkat Dadalah Kepah Daerah Tingkat n(Bupad) dan Dewan

Perwakilan Rakya, Dae^ Tmgka, a Konsfruksi yang dcmjkim „ ^.^^
kerjasama yang serasi antara KepaIa Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakya, Daerah
un.uk menoapai tertib pemerintahan di daerah. Dengan demikian maka dalam
menyefcngg^akan pemerin<ahan daerch, ada pembagia, fugas yang jelas dan dalam
kedudukan yang s«na ^ antara Kepala Daerah dengan Dewan Penvakilan Rakya,
Daend, yain, Kepala Daerah memimpin bidang eksekuuf dan Dewan PeraMan ^
Daerah memimpin bidang legislatif.

Pe.aksana^programMbera.otonomidaerah di Tmgka.n, nusalnyadiPemerimahan
Daerah Tmgka,n Temanggung mengalami banyak perubahan dalam snultor organisasi,
ounana semuk, Sekrefcria, VWfcyah Daerah ndak dibantu o!eh dga asisten dan harvya
menuhki 6urusan bagian, ternya* pada Uhun mi menerapkan pola stnduur organisasi
yang diarahkan pada otonomi daerah yang nyata dan bertangpmg jawab sehmgga
mengalami banyak pe™bahan,ermasukdata kepengurusan kepala bag»„ yang menjadi
11 bagian.

SeWndaripadaitujugadatapenyelengga^Pemerm^Dae^mersac^ansh.dy
bandmg afcu mengaeu kepada model yang te,ah ditetapkan oleh pusa, tentang proyek
percontohan otonomi daerah yang date, hal ini Kabupaten Banyumas sebagai proyek
Pe.on^b^seluruhkabup.tenya^be^diJawaTe^ah.YangteW.diujise.ama
n^pereobaandna^undand^a^antehhberhasumengadakanpemben^seea^
menyehuuh baik to yang bersifa, non-fisik sepern skffl dan ketrampnan kerja pe.ona,
maupun aspek fisik yang meliputi sarana dan prasarana.

Dalampenyete^ga.aanpernerintahandiDaerahTmgkatnpemermM.melaksana^
beben.paasaspen^yakniasasumu^desen^asMekonsen^i.mgaspembanman.



15

1. Asas Desentralisasi

Penyelenggaraan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat
atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

2. Asas dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala wilayah
atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah.

3. Tugas pembantuan adalah turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang
ditugaskan kepada pemerintahan desa oleh pemerintahan atau pemerintahan daerah
tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang
menugaskannya.

4. Asas umum adalah pemerintah diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi dan
dekonsentrasi didalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga menyelenggarakan
pemerintah di daerah menurut asas tugas pembantuan.

Pemberian otonomi kepada Daerah, asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama
dengan asas dekonsentrasi, asas dekonsentrasi bukansekedarkomplemen atau pelengkap
terhadap asas desentralisasi, akan tetapi sama pentJngnya dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah hams menunjang aspirasi perjuangan

rakyat, yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan
rakyat Indonesia seluruhnya.

2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan
bertanggungjawab.

3. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi dengan
memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan.

4. Pemberian otonomi kepada Daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan
disamping aspek pendemokrasian.
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5- Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan
hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan
pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

2.3. UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
2.3.1. Unsur Pemerintah Daerah

1. Kepala Daerah

Undang-undangnomor 5Tahun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahan di daerah
Mengatur secara substansial tentang penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah
mengaturseca^Desent^^

berlandaskan azas Desentralisasi dan tugas pembantuan (Madebewind) didaerah.
Dalam hal ini Kepala Daerah sebagai penyelenggara bidang eksekutif mempunyai
dua lungsi, yaitu sebagai Kepala Daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan
dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah dan
berfungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelengaraan urusan
pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah. Kedudukan
Kepala Daerah selain unsur Pemerintah Daerah, Pimpinan seluruh Perangkat
Pemerintah Daerah, juga sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I. A<^^KepalaDa^

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyelenggarakan segala urusan
Pemerintahan daerah tingkat HKepala Daerah sebagai Kepala Wilayah ditegaskan
bahwa Bupati Kepala Daerah berkewajiban untuk mmemimpin penyelenggaraan
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pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta
membina kehidupan masyarakat disegala bidang.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan rakyat Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuanpasal 13 ayat(l)Undang-undangNo.5 Tahun 1974, yangbertugas bersama
Bupati Kepala Daerah menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah. Adapun
fungsi dari DPRD adalah sebagai berikut:

a. Bersama-sama dengan Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah.
b. Bersama-sama dengan Bupati Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

cBersama-sama dengan Bupati Kepala Daerah melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang wewenang pelaksanaannya ditugaskan kepada Kepala Daerah.

d. Menjalin pelaksanaan kerjasama dengan Bupati Kepala Daerah.

2.3.2. Sekretariat Wilayah Daerah Sebagai Unsur Badan/StafDaerah
Sekretariat Daerah Tingkat Idiintegrasikan dengan Sekretariat Wilayah Propinsi

atau Ibukota Negara dan Sekretariat Daerah TingkatHdiintegrasikan dengan Sekretariat
Wilayah Kabupaten/Kotamadya. Dengan demikian Sekretariat Wilayah Daerah adalah
sekretariatyangmembantuKepalaDaerah dan Kepala Wilayah. Dengan Pengmtegrasian
kretariat ini, maka dapat diharapkan dayaguna dan hasilguna dalam penyelenggaraan
pekerjaan Pemerintahan.

Sekretaria, Wilayah/Daerah sebagai unsur s^fyang berada dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan
di Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.
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1. Sekretaris Wilayah Daerah Sebagai Sekretaris EksekuUf Daerah Tingkat II
Setwilda mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan
tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembangunan dan
perekonomian, pembinaan masyarakat serta pembinaan administrasi, organisasi tata
laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat
daerah dan instansivertikal.

2. Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II

Susunan organisasi Setwilda terdiri dari 3(tiga) asisten dan ll(sebelas) bagian dan
dibantu kelompok jabatan fungsional, yaitu :
a. Asisten :

1. Asisten Tata Praja (Asisten I).

2. Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten U).
3. Asisten Administrasi (Asisten HI).

b. Bagian :

1. Bagian Pemerintahan

2. Bagian Pemerintahan Desa

3. Bagian Hukum

4. Bagian Hubungan Masyarakat

5. Bagian Perekonomian

6. Bagian Penyusunan Program

7. Bagian Sosial

8. Bagian Kepegawaian

9. Bagian Keuangan



19

10. Bagian Organisasi

11. Bagian Umum

12. Bagian lain sesuai dengan kondisi Daerah masing -masing.
c Kelompok Fungsional

3. Tugas Dan Fungsi Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II
a. Asisten Tata Praja (Asisten I)

Asisten Tata Praja mempunyai mgas melakukan pembmaan penyelenggaraan
pemermtahan dan me^koordinasikan penunusan peraturan nerundang-unda^an
serta hubungan masyarakat.

b. Asisten Admmstrasi Pembangunan (Asisten H)

Asisten Administrasi Pembangunan, mempunyai mgas melaksanakan dan
mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
pelaksanaan perekonomian daerah, pembangumm dan kesejahteraan rakyat

c. Asisten Adniinistrasi (Asisten HI)

Asisten mberada di bawah dan berianggur* jawab tagsung kepada Sekretaris
Wtlayah/ Daerah. Tugas asisten III melaksanakan dan tnembina serta
me^kc^dinasikankepegawaian.keu^gan, cganisasidan^Waksana.rumah^ngga,
lata usaha dan kearsipan serta protokol dan kelengkapan.
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2.4. PERBEDAAN PEMERINTAHANOTONOMDANPEMERINTAHAN NON-
OTONOM

2.4.1. Pemerintahan Otonom

Dalam penyclengaraan Pemerintah Daerah urusan -urusan pemerintahan diserahkan
kepada daerah dengan asas desentalisasi pada yar* dasarnya menjadi wewenang dan
tanggungjawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan
kepada daerah, baik yang menyangku, penentuan kebijaksanaan, perencanaan,
pelaksanaan, maupun yang menyangku, segi-segi pembiayaatmya. Demikian pub
perangka, pelaksanaannya adalah perangka, daerah to sendiri, yato tenttama Dinas-
dinas Daerah,lihat Gambar 2.1.

Pemerintah Pusat /Tingkat I I _

j Pemerintah Daerah |

- Urusan Administratif

=Urusan Kebijaksanaan

Urusan daerah
Urusan daerah3

Gambar 2.1. Diagram pemerintahan otonom

2.4.2. Pemerintahan Non-Otonom

Urusan-urusan yang dilimpahkan kepada pemeritah dilaksanakan sepenuhnya oleh
pejabatpemerintahbulcanolehdaerahataudisebutmenganutas^
baik mengenai kebijaksanan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan semua
ditangani oleh pemerintah diatasnya, lihat Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Diagram pemerintahan
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- Urusan administratifdan
Kebijaksanaan

Urusan kebijaksanaan

Tidak mengurusi

non otonom

" Zo^ BERPENGARUH — ™ENGGARAANOTONOMI DAERAH

Padakonteks o,onomi ^erah di Indonesia tersebu, sebe^n,, beriaku konsep «.te^^^.atokekuasaanp^^^^^^^
Da.ahme^adnun,^eaumori^j,J&aPemerin^Daerah dengan admin,-
"". :th0ri,y « — - —*•—*-. umuk be^ama-saman^ukan Daerahny, maka volume admin^ amhority y3ng ada pada Daerah
^--^.olehkarenaberiambahn^^^. Dengan demikian aspek yang
n^M sesuai yang telah diungkapkan diatas harus b,a menghnbangi terhadap
n ^ "*** ™"*» * — dengan teori yar,
"-— oleh Smith(1979) dalam men^aji kebe^asUan pelaksanaanotenorm
yangberto,akpae.beberapavariab,e,anUrate,:&ngsi/nJgaspemeri,^bida„gtagffi
-—< « woayah. luga Teori dari lohanes Penrandez (1992) y^ ^
^analternanfunn^mempertegaste.okuk.^gpenun^^p^^
*>.am pe.aksar.an o,o„omi Daerah, anUra lain :Apara, Pemerimah, ins,tosio„al,



keuang*,. Dengan tnemnjau terhadap beberapa teori tercebu, dapa, disimpulkan bahwa
periu adanya perhatian khusus mengenai seitor Pemerintahan yar* dalam hal to
PetnennWDaerahTn^tndatohubur^yadenganpe.aisanaanotonomi Daerah
sesua, U.U. No. 5Tahun 1974. Yang didatemya periu adanya pemahaman bahwa titik
bexato.ononudiDaerahr.nglca.n.dapatdia^

ate Dad Ikepada Dati nbenma wewenang perencamum, pengauran, penggun^
penger.da.ian dan pengawasan date, penyelenggaraan Pemerinte, pembangunan dan
pembmaan kemasyarakatan di Daerah ymg bersangkutan.

Hyd. wewerung disatu pihak dan kemampuan di pihak lam, sebagai berikut •
-Pemberian wewenang yaitu pemberian kekuasaan dari pemerintah Pusa. ate Daerah

Tingkat I kepada Daerah Tingkat H

-Kemampuan (Fakteryar* diperiukan un.uk me,aksanaka„ «ugas sebagai akiba. dari
adanya penyerahan wewenang), terdiridari: Personal, sarana dan prasarana,

Pembuyaan/sumber dana. Tiga ha. tersebu, dapa, disingka. dengan isuTah 3P
Kenyatennya pada sampai saa. ini apa y»g dicetaskan dalam pasal 1, aya,(l,UU.
No. 5teun .974 belum teriaksan^ Maupun berjalan tersenda.-se.da, dan reahsasinya
belumsebagannanayangdiharapkar, ha, ini anUra hun disebabkan saUhsatimya fak,or
«-5T»» * l"3P" (ersebuf.

2.6. PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
Penyerahan urusan Daerah yang sudah sewajamya dan lebih efektifun.uk duakukan

o.eh Pemerinte Pusa, ate Pemerimah Daerah Tmgka, , kepada Pemerinte Daerah
Tmgka, ntemyaU hanya sebagian s,ja. Sebenamya Perinte tete mengganskan agar
penyerahanurusansecaraberjenjangtodilanjuftanpenyerahannyapacUDaerahTn^a,



Usebagam.ua diperiegas dalam PERMENDAGRI no. 4TAmm ^
«. cara pelaksanaan penyerahan urusan-un*an tertenru dari Daerah Tmgka, IkepadaDaerahTin^n.^^^^^^.^^^^^

Seografis yang menyebabkan adanya perbedaan penerapan ketentuan-ketentuan ate
^bmgan.bimb.ga, yang ,e,ah ada. Daerah rmgka, „date, kondisi yang semacam^.ebmberir^r^^
.ebmbesarp,daDaerahrmgkaUsehh,ggatitikbera,o,o„omitidakpadaDaerahti„gka,*«. kurang menjamin efektifitas penye^araan urusan dan menghamba, proses
pendewasaan bagi Daerah Tingka, „dalam menye.enggarakan Pemerinte Daerah


